BAB V

PENUTUP

Pada bagian akhir penulisan ini, penulis menyajikan simpulan yang
merupakan inti dari hasil penelitian yang dilakukan penulis. Kemudian, pada
bagian saran penulis akan berusaha memberikan rekomendasi penyelesaian

terhadap permasalahan hukum terkait.

A. Simpulan

1. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, penyimpangan proses
dapat dikualifikasi ke dalam 3 (tiga) kualifikasi pelanggaran yaitu
pelanggaran hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana.
Suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai kategori pelanggaran
hukum perdata jika pelanggaran tersebut telah terbukti memenuhi unsur
Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Sebagaimana diatur dalam Pasal
1365 KUHPer yaitu terpenuhinya unsur perbuatan melanggar hukum
dan membawa kerugian kepada orang lain.

Suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai kategori pelanggaran
hukum administrasi jika terdapatnya suatu pelanggaran prosedur
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di
Indonesia.

Suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai kategori pelanggaran
hukum pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu

korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun
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1999 Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu
terpenuhinya unsur kerugian keuangan Negara, ada pihak memperkaya
diri, menyalahgunakan jabatan atau kedudukan, dan memberi atau
menjanjikan suatu benda kepada pejabat dengan maksud supaya
digerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya
yang bertentangan dengan kewajibannya.

Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi
Kementrian/Lembaga/Pemerintah  Daerah/Institusi yang berfungsi
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat
berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. ULP memiliki
tugas pokok yaitu menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan
jasa, menetapkan dokumen pengadaan, menetapkan besaran nominal
jaminan penawaran, mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan
jasa di website Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi
masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta
menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan
Nasional, menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa melalui
prakualifikasi atau pascakualifikasi, melakukan evaluasi administrasi,
teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.

Dengan demikian Unit Layanan Pengadaan (ULP) terlibat dalam
pemilihan penyedia barang dan jasa sehingga seringkali terjadi

penilaian secara subjektif yang dilakukan pihak Unit Layanan
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Pengadaan (ULP) kepada penyedia barang dan jasa. Hal ini
menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi,
kolusi, suap, dan konflik kepentingan di dalam proses pengadaan
barang dan jasa.
Apabila pihak oknum pegawai/pejabat Unit Layanan Pengadaan
(ULP) telah terbukti melakukan penyimpangan-penyimpangan tersebut
maka dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat
(1), Pasal 3, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain itu, pihak oknum pegawai/pejabat Unit Layanan Pengadaan
(ULP) dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi perdata
sebagaimana telah di atur dalam Pasal 118 ayat (7) Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 Sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
B. Saran
1. Kepada pembentuk Undang-Undang bahwa perlu dibuat aturan
tentang kualifikasi tindakan penyimpangan yang terjadi dalam proses
pengadaan barang dan jasa, perihal tindakan seperti apa yang dapat
dikualifikasikan sebagai tindakan pelanggaran hukum perdata, hukum
administrasi, dan hukum pidana beserta sanksinya.
2. Kepada penegak hukum agar lebih memperhatikan terpenuhinya unsur

delik yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun
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1999 Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum
menyatakan bahwa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam
proses pengadaan barang dan jasa dapat dikategorikan sebagai suatu
tindak pidana.

Kepada pihak penyedia barang dan jasa wajib memenuhi peraturan
dan syarat sebagai penyedia barang dan jasa sesuai peraturan yang
telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 4 tahun
2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Kepada pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) bahwa perlu
pengawasan yang lebih ketat dalam tahap pemilihan penyedia barang
dan jasa agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam

proses pengadaan barang dan jasa.
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